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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani 

tindak pidana tawuran adalah penyelidikan dan penyidikan. Upaya 

ini dilakukan berlandaskan pasal 170 KUHP yang berbunyi 

barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama 

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan dan 

menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan 

keadilan restorative atau wajib diupayakan diversi. Dalam 

penyidikan tersebut, terdapat 8 (delapan) kasus tindak pidana 

tawuran, 7 (tujuh) kasus diantaranya memperoleh hasil P-21 atau 

dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan. Sementara 1 kasus 

tindak pidana tawuran memperoleh hasil diversi. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam 

menangani tindak pidana tawuran di kota Yogyakarta adalah 

anggaran dan koordinasi. 
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a. Dalam hal ini, negara belum memberikan anggaran untuk anak-

anak yang terlibat/tertangkap tangan melakukan tawuran. 

Anggaran yang dimaksudkan disini adalah anggaran untuk 

mendukung kegiatan pembinaan kepada anak-anak yang 

melakukan tawuran. Karena ini merupakan insidentil (khusus), 

jika ada insiden/kejadian tawuran maka pihak kepolisian akan 

melakukan pembinaan secara khusus terhadap anak-anak yang 

tertangkap tangan tersebut. 

b. Dalam hal ini polisi harus melakukan koordinasi dengan instansi 

terkait yaitu Diknas. Dalam melakukan koordinasi dengan 

instansi terkait terkadang rumit. Lalu kendala koordinasi yang 

berikutnya adalah koordinasi dengan orangtua/wali dari anak 

tersebut. Terkadang ini juga menjadi hambatan bagi pihak 

kepolisian karena tidak jarang orangtua yang dihubungi sedang 

berada diluar kota, atau orangtua/wali tidak dapat dihubungi pada 

saat itu sehingga hal ini menghambat jalannya pemeriksaan 

terhadap kasus tawuran ini. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Polresta Yogyakarta hendaknya melakukan kerjasama dengan 

pimpinan-pimpinan sekolah, juga dengan Diknas sehingga tidak 
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terjadi lagi hambatan-hambatan yang membuat upaya kepolisian 

menjadi terganggu. 

2. Pemerintah diharapkan memperhatikan anggaran-anggaran yang 

menjadi kendala dalam melaksanakan upaya pembinaan insidentil 

yang dilakukan oleh pihak kepolisian. 
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